
4. Undang-Undang . 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembcntukan 
Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom 
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907) ; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Noinor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI 
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4884); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

a. bahwa bcrdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bcrsumbcr dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah 
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian 
Dana Desa untuk setiap Ka.mpung; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor 
tentang Perubahan Peraturan Buapati Nomor 7 Tahun 2020 
Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Ka.mpung Di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 
2020; 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI BIAK NUMFOR 

PROVINS! PAPUA 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 

NOMOR 35 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANO TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG 

DI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANOOARAN 2020 



BAB!.. . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATf 
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RrNCIAN DANA DESA SETlAP KAMPUNG KABUPATEN 
BlAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020 

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5587); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Ta.mbahan Lernbaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republilc 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMlC.07 /2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
2020; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak 
Numfor Tahun 2020 nomor 2); 

13. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak 
Numfor Tahun 2020 nomor l); 

. 2. 

Menetapkan 



Pasal 5 . 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana diroaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung 
berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah 
ditetapkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. 

Pasal 4 
Alokasi Afirmasi sebagaimana dimalesud pada pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5 % 

(satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada 
Desa Tertingggal dan Desa Sangat Tertinggal yang roemiliki jumlah penduduk miskin 
tinggi. 

Pasal 3 

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Biak Numfor Tahun 
Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; 
c. Alokasi Kinerja; dan 
d. Alokasi Formula. 

Pasal 2 

PENETAPAN RJNCIAN DANA DESA 

BAB II 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalesud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Biale Numfor; 
2. Bupati adalah Bupati Biale Numfor; 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 

yang memimpin pelalesanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom; 

4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyaraleat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hale asal usul, dan/atau 
hale tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelalesanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; 

6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung; 

7.Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri; 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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Pasal 10 . 

AJokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 28% 

anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jurnlah penduduk desa, angka kemiskinan, 
luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang 
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
statistis 

Pasal 9 

Besaran dan penetapan Desa penerima AJokasi Afirmasi baik Desa tertinggal maupun 

Desa sangat tertinggal serta AJokasi Kinerja ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. 

Pasal 8 

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari 

perubahan rasio Pendapatan Asli Kampung terhadap total pendapatan APBK dan 

rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBK. 

(2) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase 

kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa 

terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara 
swakelola 

(3) Capaian keluaran (outpuq Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari 

persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa 

(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d 

dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan 
perbaikan jumlah penduduk miskin. 

Pasal 7 

Pasal 6 

Perhitungan AJokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan 
menggunakan bobot sebagai berikut: 

a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 200k; 
b. Pengelolaan dana desa dengan bobot 20% ; 

c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan 

d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%. 

AJokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c dihitung sebesar 1,5% 

(satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa-desa dengan 

kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian 

keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa. 

Pasal 5 
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b. tahap II . 

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan 
penyaluran dari bupati, dengan ketentuan: 
a. tahap I berupa : 

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 
rincian Dana Desa setiap Desa; 

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 
(tiga) tahap, dengan ketentuan : 
a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 4QOA, (empat puluh persen); 
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40°A, (empat puluh persen); dan 
c. tahap IIl paling cepat bulan Juli sebesar 20o/o (dua puluh persen). 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil 
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil 
pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas 
Desa (RKD) melalui RKUD. 

PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 12 

BABITI 

Pasal 11 
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap kampung di Kabupaten Biak Numfor 
Tahun Anggaran 2020 sebagai.mana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

AFKab 

Z3 

Z2 

= Alokasi Formula setiap Desa 
= rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total 

penduduk kampung kabupaten 
= rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap 

total penduduk miskin kampung kabupaten 
= rasio luas wilayah setiap kampung terhadap luas wilayah 

kampung kabupaten 
= rasio !KG setiap kampung terhadap total !KG kampung 

kabupaten 
= Alokasi Formula setiap Kabupaten 

Z4 

AF Desa 
Zl 

Keterangan: 

Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 6 
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 
AF Desa = ((0, lO*Zl) + (0,50*Z2) + (0,15*Z3) + (0,25'"Z4)) * (AF Kab) 

Pasal 10 
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b. Penyaluran . 

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Permenkeu nomor 50 
tahun 2020 dengan tambahan ketentuan : 
a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran : 

1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen); 
2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan 
3. Penyaluran ketida sebesar lO"A, (sepuluh persen); 

b. Penyeluran Dana Desa tahap II dilkaukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran: 
1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen); 
2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan 
3. Penyaluran ketida sebesar lO"A. (sepulub persen); 

c. Penyaluran Dana Desa sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan 
rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan 

d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasa 23 ayat (4) huruf c dan 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c. 

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 
23 ayat (4): Permenkeu Nomor 50/PMK.07 / 2020 
a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilalrukan dalam 3 (tiga) ka1i dengan besaran: 

1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen); 
2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan 
3. Penyaluran ketida sebesar lO"A, (sepuluh persen); 

Pasal 13 

(9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan 
dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau pejabat 
yang ditunjuk. 

(10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan dalam beotuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen 
elektronik (softcopy) 

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian 
keluaran. 

(7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan rata 
rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa. 

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan. 
c. tahap lil berupa : 

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana 
Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati/wali kota mengenai perubahan tata 
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 

2. Peraturan Desa mengenai APBDes; 
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; 
4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan 

tahap TI menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima 
puluh lima persen] dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 
50"A, (lima puluh persen); 

5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 
sebelumnya; dan 

(6) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkao surat kuasa pemindahbukuan Dana 
Desa untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen 
persyaratan penyaluran tahap I pertama kali. 
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Pasal 18 . 

BABV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 17 

(I) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat yang meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan 
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, sesuai prioritas yang 
ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 
11 Tahun 2019. 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak tennasuk dalarn 
prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diberikan pada saat 
evaluasi rancangan peraturan kampung mengenai APBK. 

BAB IV 

PENCAJRAN DANA DESA DARI REKENING KAS KAMPUNG 

Pasal 16 

Dalam hal untuk menghindari berbagai polemik ditengah masyarakat kampung maka 
dipandang perlu mengatur mekanisme Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas 
Kampung untuk dipergunakan membiayai program dan kegiatan sebagaimana termuat 
dalam dokumen perencanaan kampung dilakukan sesuai tahapan pencairan 
sebelumnya yakni : 
a. Tahap I (40%) sekaligus 
b. Tahap II (40 %) sekligus 
c. Tahap III (20%) sekaligus 

Pasal 14 
(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagairnan 

dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
50/PMK.07/2020, kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 
kepada bupati/walikota, dengan ketentuan: 
a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan; 
b. Tahap 11 tanpa dokeumen persyaratan; dan 
c. Tahap III berupa : 

l. Peraturan Desa mengenai APBDes; 
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; 
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai 

dengan tahap JI menunjukan realisasi penyerapan paling sedikit 50 % (lima 
puluh persen) dan capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 50% 
(lima puluh persen); dan 

4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 
sebelumnya 

b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang 
waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; d 

c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan 
memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayar 
(1) huruf c. 

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap n sebagaimana dimaksud dalam Pasa 
23 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap ill dilaksanakan sesuai ketentuan dalam 
Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyeluran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1). 
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Pasal 21. . 

BAB VJ 

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAlAN 
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA 

(I) Kepala Kampung bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. 
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa 
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Pasa.l 20 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara 
swakelola dengan menggunakan sumber daya /bahan baku lokal, dan diupayakan 
lebih banyak menyerap tenaga kerja dari Kampung setempat. 

Pasa.l 19 
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman 

teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana 
Desa; 

(4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaiman dimaksud pada 
ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari 
kementerian Sosial. 

(5) Besarana BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetepkan sebesar: 
a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan 

bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; 
b. Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengna 

buJan keenam per keluarga penerima manfaat. 
(6) Pembayaran BLT Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selam 6 

(enam) bulan paling cepat bulan April 2020. 
(7) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan penetapan data keluarga 

penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

(3) Calon keluarga penerima manlTat BLT Desa sbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan 
b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu 

Sembako, dan Karta Pra Kerja. 

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasa.l 18 

(1) Jaringan pengaman sosial di Desa sebagairnana dimaksud dalam pasa.1 32 ayat (la) 
huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa 
sebagai keluarga penerima manfaat.(la) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(2) Penundaan . 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal: 
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 

(5); 
b. Terdapat sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga 

puluh persen); dan/atau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

BAB vm 
SANKS I 

Pasal 23 

(1) Kepala Kampung melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun 
Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau 
tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati/walikota 
paling lambat minggu kedua bulan oktober 2020. 

(2) Kepala Kampung menyetor sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ke RKUD 
paling lambat akhir oktober 2020. 

(3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD 
paling lambat bulan Juli 2020. 

(4) Bupati melakukan rekonsilisasi dengan kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK 
Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai 
dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang 
tidak disalurkan ke RKD paling lambat kahir bulan November 2020. 

(5) Bupati menyetor sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020. 

(6) Dalam hal Bupati tidak menyetor sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui 
pemotingan Dana Alokasi Umum dan /atau Dana Bagi Hasil Tahun anggaran 
berikutnya. 

(7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang 
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri 
Keuangan. 

(8) Dalam ha! terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 20 19 di RKD yang tidak 
dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa 
Dana Desa tersebut diperhintungkan pada saat penyeluran Dana Desa tahap II 
Tahun Anggaran 2020. 

(9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan 
laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya. 

BAB VU 
REKONSILIASI SISA DANA DESA DI RKUD DAN DI RKD 

Pasal 22 

Diatur penyusunan dan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan dan Capaian 
Keluaran Dana Desa setelah salur tahap 3 kapan paling lambat harus disampaikan ke 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 21 
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Pasal 25 . 

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dane !::.-:::: -'' !".!~-·= Y• '..-.;. • .: ••• _ •• 

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali. 

(7) 

141 Rnr<>t; ..,...,...,...h,.ritohnlrAn \r"!"'"'" l("'f'AlA l<Amp11ng yang bersangkutan mengenai 
uwu1 uc::sa yw1is wLwaJtt 1JCH.)'1:UUJ <Uuaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar 
dianggarkan kembali dalam rancangan APBKampung tahun ?.n:;::::0~- ~:-:.!:-.:~::~·:-. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud 
;-· .. _ -~·-• :'.:?! :!:-..!:-.= :-:-.:::-:-.. ... :;~n .'\PBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan 
...... :._ :_: ,: :.-~:dang undangan 

(6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum mmggn k, 
dua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bu~:-_~ =::-::~·:-.:::;-:-.:'::-:- ;-:--·'- '. .. :- ·· 
penyaluran sisa Dana Desa tahap U yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD 
'··-· .a. ,,.·;-·•~ v'."'?!" ~01~y,.1 KPA penyaluran Dana OAK Fisik dan Dana OeSR 

' · · ' --- •---•-- '··-= ... -""'··- ---- ... ...,,, ..... berialan ~. - .., ..........,, - u-· - - -- - --- ------- ·- c.:,o-....u.• "J 

Pasal 24 

( 1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 
.... dekumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam paspl 15 ayp,t 

(1) hurufa telah diterima; 
h c,ic,11 0AnA Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama 

• • -n1 '•' ··'··'- pcrsen]; dan ...., .. - .~ ... r- , 
\,,. """'' J"pa.'- ""..,""-!'°' l-""""'""'°!;,ut.a.n ·•'-kvw~,-.dasi fA.,1w-,daan dari aparat pengawas 

fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagAim""" ciimAlrc,nrl r1 .. 1.,.,., "YAt 
(1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhimya tahun anggaran, 
!:'::..-:.:. .!:'::.:. :=:!:..!: :!:.;::it disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Desa di 
RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Kepala KPPN selaku KPA pe ... j.:..!"~- l"'IA v "''·"· -'·- '"'· · · " 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap 11 tahun anggaran berjalan 
sebesar sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari 
jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap 11, maka penyaluran Dana 
Desa tahap II tidak dapat dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai minggu ke I bulan Juni tahun anggaran berjalan, sisa Dana 
Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh 
persen], maka penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran OAK Fisik dan 
Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat 
disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh 
"!""rA.t p-ngawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 
i,cuyirnpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf disampaikan kepari» 
B . d b k .., v , vn...,•. .. ' ,._,.... . - • ...... upan engan tern usan cp:._:. .• :;:~:. ·- ... y~--- ·- ... ~··, _ .. ·- _. _ _ . 
dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud 
dalam pasal I 1 
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Ditetapkan di Bia.k 
pada tanggaJ 3 Juni Tahun 2020 

BUPATI BlAK NUMFOR 
CAP/TTD 

HERR'l ARIO NAAP 

BAB VU 

KETENTUAN PENUTUP 
PasaJ 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

(1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan 
Kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 32A ayat (2), dikenakan 
sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap Ill tahun anggaran 
berjaJan. 

(2) Pengenaan sanksi kepada Pcmerintah Kampung sebagaiman dimaksud pada ayat 
(lj dan Ayat (2) dikecualikan dalam hal bcrdasarkan hasil musyawarah Dcsa 
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang memenuhi kriteria. 

(3) Hasil Musyawarah Kampung Khusus/musyawarah insidentil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala kampung yang 
diketalrui oleh Pt:111t:1i11Lw1 Daerah NiUU!-'11.lt:11/kuw 11.WU l)t:j11.u11.l Yl:Ul~ ui tuujuk. 

(4) Peraturan Kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 
kepada kepala KPPN selaku 11'..PA penyaluran OAK fisik dan Dana Kampung sebagai 
syarat penyaluran Tahap Ill. 

PasaJ 26 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah 
dikcna.kan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dima.ksud 
dalam pasal 16 ayat {lj huruf b, masih terdapat sisa Da11a Desa di RKK lebih dari 
30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pernotongan penyaluran Dana Desa sebagairnana dima.ksud 
pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran OAK Fisik dan Dana 
Desa. 

o .... ~ .... 1 'le::: 
• -""'4.1 """" 
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SEMUEL RUMAIKEUW, S 
NIP. 197305082001121004 

Salinan sesuai dnegan as · a, 

l(~~~~!lff{'(:fM 

SERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 35 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 
CAP/TTD 

Tl.f A Dt.'l TC r, l..f l1 J\.TCMl:"I.I-ODA -------·--.-- - - . -------· --·--·--·~· .. -· 

Diundangkan di Biak 
pada tanggal 3 Juni Tahun 2020 
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